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          Revolusi Industri 4.0 menghadirkan era disrupsi teknologi karena
otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang akan membuat
pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear.
Financial Technology merupakan sebuah inovasi yang menggabungkan
antara financial service dan teknologi sebagai alternatif pilihan pada
masyarakat selain lembaga keuangan konvensional. Salah satu jenis
fintech di bidang pembiayaan ialah peer to peer lending. Peer to Peer
Lending (P2PL) di Indonesia banyak diminati masyarakat dengan
berbagai alasan salah satunya ialah karena kemudahan dan singkatnya
waktu pencairan dana. Hal ini terbukti dari kenaikan jumlah pinjaman
yang disalurkan terhitung hingga 31 Desember 2020 mengalami
kenaikan sebesar 91,30 % dibanding tahun 2019.
          Saat ini bisnis fintech di Indonesia setidaknya diatur dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Berbagai regulasi
yang berlaku atas fintech diharapkan dapat mengembangkan industri
keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan
bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan lembaga jasa
keuangan berbasis teknologi informasi. Namun, pada kenyataannya
regulasi ini belum sepenuhnya memberikan kepastian dan
perlindungan hukum bagi para pihak. Belum adanya aturan khusus
mengenai kewajiban mitigasi risiko khususnya risiko pinjaman
bermasalah, ambang batas rasio NPL (Non-Performing Loan), serta
implikasi hukum bagi penyelenggara P2PL dengan NPL tinggi
mengakibatkan persoalan hukum tersendiri.
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Kata Pengantar 

 

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, 

karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, Prosiding Seminar Nasional "Industri 

Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti" yang dapat 

diterbitkan. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW. 

Perguruan tinggi memegang peran penting dalam mengembangkan ilmu dan 

pengetahuan bagi masyarakat yang dapat menghasilkan SDM intelektual, keilmuan, 

profesional yang kreatif, berbudaya, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh. Dalam 

rangka memperkuat peran tersebut Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia secara 

konsisten melakukan penerbitan prosiding seminar nasional untuk mewadahi publikasi karya 

ilmiah dari insan pengembang ilmu pengetahuan. Penerbitan ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan ke depannya. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Seminar dan Prosiding 

Seminar Nasional " Industri Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan 

Nanti" yang atas kerja kerasnya dapat menyelesaikan tugas dalam penerbitan prosiding ini. 

Kita semua berharap agar prosiding ini dapat memberikan kontribusi bagi seluruh pihak yang 

berkepentingan. Demi perbaikan penerbitan prosiding ke depannya, Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia sangat terbuka untuk menampung segala kritik yang konstruktif 

dan saran dari semua pihak. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhai dan memberikan balasan 

limpahan pahala kepada kita. Aamiin ya Rabbal 'alamiin. 
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Menggagas Model Penyelesaian Disharmoni Peraturan 
Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang 

 
Anang Zubaidy1 

 
Abstrak 

 
Tercatat hingga tahun 2021 peraturan perundang-undangan di tingkat pusat hingga daerah berjumlah tidak kurang 
dari 43 ribu peraturan. Tidak jarang beberapa peraturan saling berbenturan dengan peraturan yang lain (disharmoni). 
Mengatasi hal tersebut, diperlukan model penyelesaian disharmoni yang salah satunya dengan executive review dan judicial 
review. Berkaitan dengan executive review, khususnya pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 Pemerintah Pusat tidak lagi berwenang untuk menguji 
peraturan daerah. Di luar itu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 
2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi. Kedua kondisi hukum di 
atas, dinilai belum menyelesaikan beberapa persoalan mendasar berkaitan dengan disharmoni peraturan perundang-
undangan. Untuk itu diperlukan penelitian mengenai model penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan, 
utamanya di bawah undang-undang. Model yang ditawarkan meliputi beberapa tahapan dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan yakni tahap perencanaan, pembahasan, dan paska pengundangan. 
 
Kata Kunci: Disharmoni Peraturan, perundang-undangan 

Pendahuluan 

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan konsekuensi logis dari 

dianutnya konsep negara hukum. Namun demikian, pembentukan peraturan perundang-

undangan bukan satu-satunya jalan untuk melakukan pengaturan berdasarkan hukum. 

Terlebih jika dipahami bahwa hukum bukanlah semata-mata undang-undang dan 

peraturan tertulis lainnya. 

Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tertuang di 

dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Pasal ini selanjutnya menjadi landasan konstitusionil mengenai pembentukan 

regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada tingkat diwujudkan dalam bentuk 

undang-undang dan peraturan lembaga negara lainnya. Sementara di tingkat daerah 

diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah dan peratura lembaga daerah lainnya. 

Pemahaman bahwa semua hal yang bersifat mengatur harus diwujudkan dalam 

artian formil melalui pembentukan peraturan perundang-undangan2 menimbulkan 

Indonesia kondisi negara ini memiliki banyak peraturan. Beberapa kalangan bahkan 

menyebut Indonesia berada pada kondisi over regulasi. Tercatat Indonesia memiliki lebih 

dari 43 ribu peraturan perundang-undangan, tepatnya sejumlah 43655 peraturan3. 

Keseluruhan peraturan perundang-undangan dimaksud tersebar baik di tingkat pusat 

maupun daerah. Tercatat peraturan daerah secara keseluruhan sebanyak 15.982, 

selebihnya merupakan peraturan di tingkat pusat yang berupa undang-undang (1700 UU), 

 
1 Anang Zubaidy, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: 

anangzubaidy@uii.ac.id 
2 Muhammad Darwis, “Review of Indonesian Constitutional Court Decision Number 21-22/PUU-

V/2007 Based on the Inclusive Legal Theory,” Prophetic Law Review 1, no. 1 (September 19, 2019): 21–36 
3 Disarikan dari data yang diunggah pada laman https://peraturan.go.id/peraturan/direktori.html. 

Diakses terakhir tanggal 2 Maret 2021 pukul  

https://peraturan.go.id/peraturan/direktori.html
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Peraturan Pemerintah (4670 PP), Perpres (2167 Perpres) dan peraturan di tingkat pusat 

lainnya. 

Banyaknya peraturan dimaksud memperbesar peluang terjadinya disharmoni 

antar peraturan perundang-undangan. Sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016, khusus berkaitan dengan Perda, 

upaya untuk mengatasi timbulnya disharmoni dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui 

Kementerian Dalam Negeri melalui kegiatan pengujian oleh lembaga eksekutif (executive 

review). Pasca terbitnya kedua putusan MK di atas, pengujian perda oleh pemerintah pusat 

tidak lagi memiliki landasan hukum. Jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya 

adalah dengan pengujian perda melalui Lembaga peradilan (judicial review) yakni ke 

Mahkamah Agung. 

Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan kewenangan pengujian perda di atas 

bersifat pasif, dalam makna menunggu adanya permohonan mengenai dugaan 

pertentangan perda dengan peraturan perudang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga, 

sangat mungkin terjadi disharhomi antar peraturan yang tidak tertangkap oleh karena 

tidak adanya permohonan pengujian ke Mahkamah Agung.  

Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal di atas, ditemukan beberapa permasalahan hukum yang layak 

untuk diteliti, yakni: 

1. Bagaimana ketentuan normatif penyelesaian disharmoni peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang dan kritik atas ketentuan dimaksud?  

2. Bagaimana formulasi model penyelesaian disharmoni peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang yang ideal? 

Metode Penelitian 

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dimana peneliti mengkaji materi 

yang terkandung di dalam norma dan mengujinya dengan konsepsi yang sudah 

ditentukan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan 

hukum primer yang meliputi: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015, Putusan MK No. 

56/PUU-XIV/2016, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2019 

tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi. 

Pembahasan 

Ketentuan Normatif Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan 

Ketentuan normatif mengenai penyelesaian disharmoni peraturan perundang-

undangan dapat ditemukan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 

2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi 
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(Permenkumham No. 2/2019). Terbitnya Permenkumham No. 2/2019 merupakan 

pengganti dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur 

Nonlitigasi. Secara garis besar, Permenkumham No. 2/2019 ini mengatur mengenai ruang 

lingkup peraturan yang dapat dimohonkan mediasi, para pihak, tata cara pengajuan 

permohonan, pelaksanaan mediasi, dan pemeriksaan peraturan perundang-undangan 

yang disharmoni tanpa adanya permohonan terlebih dahulu (own motion). 

Menarik untuk menilik kata “disharmoni” yang digunakan dalam 

Permenkumham No. 2/2019 dan beberapa kali digunakan pula oleh Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kata 

“disharmoni” secara Bahasa berarti “kejanggalan” dan “ketidakselarasan”4. Kata 

“disharmoni” memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga disharmoni 

dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang 

dibendakan. Sedangkan disharmoni peraturan perundang-undangan, berdasarkan 

ketentuan Pasal 1 angka 2 Permenkumham 2/2019 adalah “Disharmoni Peraturan 

Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Disharmoni adalah konflik/pertentangan antar 

norma hukum atau konflik kewenangan yang timbul karena berlakunya Peraturan Perundang-

undangan”. 

Berdasarkan definisi yang dinyatakan oleh Pasal 1 angka 2 Permenkumham 

2/2019, Peneliti menemukan 2 (dua) problem serius. Pertama, frasa “konflik/pertentangan 

antar norma hukum” akan menjadi problem serius karena konflik antar norma hukum 

dapat terjadi secara vertikal maupun horizontal. Jika konfliknya bersifat vertikal, maka 

potensial melangkahi kewenangan judicial review di Mahkamah Agung. Kedua, konflik 

kewenangan dapat terjadi pada lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 

UUD NRI Tahun 1945 (seperti: kementerian negara, pemerintah daerah, atau lembaga 

negara lain). Ketentuan ini potensial melangkahi kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni 

kewenangan penyelesaian sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. 

Peraturan perundang-undangan yang dapat diajukan untuk dimediasi 

berdasarkan Pemenkumham No. 2/2019 antara lain: Peraturan Menteri; Peraturan 

Lembaga Pemerintah Nonkementerian; Peraturan dari Lembaga Nonstruktural; dan 

Peraturan perundang-undangan di daerah. Nampak dari ruang lingkup yang menjadi 

obyek mediasi Permenkumham No. 2/2019 cukup luas bahkan sangat luas, yakni meliputi 

semua peraturan perundang-undangan di bawah Peraturan Presiden. 

Dilihat dari maksud dan tujuan pembentukannya, Pemenkumham No. 2/2019 

merupakan terobosan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka mengatasi 

berlimpahnya peraturan perundang-undangan yang berpotensi terjadi disharmoni. Hanya 

saja, terbitnya Permenkumham dimaksud memunculkan problem yang bersifat 

konseptual dan yuridis.  

Problem konseptual berkaitan dengan penyelesaian sengketa peraturan setingkat 

menteri, akan muncul problem mengenai independensi kelembagaan. Terlebih, jika yang 

dimediasi adalah peraturan menteri hukum dan HAM.  

 
4 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disharmoni. 
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Sementara problem yuridis berkaitan dengan penyelesaian peraturan setingkat 

peraturan daerah, karena sejatinya bukan lagi kewenangan lembaga eksekutif untuk 

menguji peraturan daerah. Selain itu, berkaitan dengan siapa yang akan menjadi pihak 

dalam penyelesaian mediasi peraturan daerah dan bagaimana metode eksekusi putusan 

mediasi yang sudah dihasilkan. Mediasi perda akan sulit dilakukan mengingat ia 

merupakan produk politik. Keputusan perubahan dan/atau pencabutan tidak bisa 

diwakilkan hanya kepada pimpinan melainkan harus dibicarakan bersama seluruh 

anggota DPRD bersama pemerintah daerah. 

Formulasi Model Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan 

Disharmoni peraturan perundang-undangan yang terjadi, diakibatkan oleh 

setidaknya 3 (tiga) faktor, yakni:5 

Pertama, kompleksitas kehidupan masyarakat yang hendak diatur oleh hukum. 

Aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara tidak bisa dilepaskan dari hal 

seputar ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan 

(IPOLEKSOSBUDHANKAM). 

Hans Kelsen mempunyai keyakinan bahwa semua hukum hanya merupakan 

pengaturan yang ditetapkan dan dipaksakan oleh kekuasaan negara dengan memberikan 

suatu sanksi bagi pelanggarnya, yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan pada suatu 

wilayah tertentu.6 Hukum terdiri dari perintah-perintah, aturan-aturan, kaidah-kaidah 

atau bahkan larangan yang diimplementasikan dengan menerapkan sanksi (reward and 

punishment). Kaidah-kaidah tersebut menginginkan adanya penerapan, terarah pada 

perwujudan, hukum itu direalisasi dalam kehidupan kemasyarakatan.7 

Sebagaimana ungkapan Kelsen bahwa tidak ada hukum yang terbentuk tanpa 

adanya institusi negara yang mewujudkan dan menegakkannya. Menurut pengertian ini, 

maka hukum merupakan keseluruhan aturan, norma dan kaidah yang berupa perintah 

dan larangan yang ditetapkan dan dipaksakan pelaksanaanya oleh negara. Pada kondisi 

inilah maka negara seolah dituntut untuk selalu memproduksi peraturan perundang-

undangan mengikuti perkembangan kebutuhan hukum masyarakatnya.  

Kedua, penataan kelembagaan negara (pusat dan daerah) yang belum sepenuhnya 

mapan. Masih ditemukan tumpang tindih kewenangan dan ego-sektoral. Contoh yang 

dapat disajikan adalah mengenai status DPRD yang dalam praktik penyelenggaraan 

kewenangannya berkaitan dengan legislasi tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dianggap sebagai bagian dari pemerintahan 

 
5 Anang Zubaidy, Penyelesaian Sengketa Peraturan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur 

Mediasi, Disampaikan pada FGD “Penelitian Implementasi Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui 
Jalur Mediasi” yang diselenggarakan oleh Tim Peneliti Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM 
RI tanggal 3 Mei 2020, hlm. 3. 

6 Hans Kelsen dikutip dari Paul Scholten, De Structuur Der Rechtswetenschap diterjemahkan menjadi Struktur 
Ilmu Hukum oleh Arief Sidharta, Cetakan kesatu, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 11. 

7 Paul Scholten, Ibid., hlm 28. 
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daerah8 dan fungsi yang dilekatkan padanya bukan lagi fungsi legislasi9 (secara tekstual) 

melainkan fungsi pembentukan peraturan daerah.10 

Ketiga, adanya pandangan bahwa hukum adalah peraturan yang tertulis yang 

menggejala di banyak kalangan, baik masyarakat maupun penyelenggara negara. Bagi 

mereka, seolah ada anggapan bahwa tidak ada hukum tanpa undang-undang (peraturan 

perundang-undangan) yang seharusnya hal ini berlaku ketat dalam bidang hukum 

pidana. 

Berkaitan dengan hal di atas, maka jika ditelaah lebih lanjut mengenai hakikan 

peraturan perundang-undangan, akan ditemukan 3 (tiga) fungsi dari peraturan 

perundang-undangan yakni11: 

1. Sebagai sarana ketertiban atau pedoman perilaku; peraturan perundang-undangan 

menjadi pedoman untuk terselenggaranya dinamika sosial, dalam hal ini baik terhadap 

kegiatan formal maupun informal 

2. Sebagai instrument pembangunan; peraturan perundang-undangan menggerakkan 

sumber daya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan 

3. Sebagai faktor integrasi; peraturan perundang-undangan mengintegrasikan wilayah 

maupun kebijakan-kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Negara dan 

pembangunan ke dalam suatu sistem regulasi nasional yang merupakan agregasi dari 

semua regulasi yang ada. 

Berdasarkan atas catatan kelemahan Permenkumham No. 2/2019 di atas, Peneliti 

mengusulkan perlunya reformulasi model penyelesaian disharmoni peraturan 

perundang-undangan, khususnya yang di bawah undang-undang. Model penyelesaian 

yang diusulkan dimulai dari proses perencanaan, pembahasan, dan pasca pengundangan 

disesuaikan dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan.12 

1. Perencanaan dan Pembahasan 

Problem yang cukup serius menghinggapi proses legislasi di Indonesia adalah 

tahap perencanaan. Praktik penyusunan perencanaan pembentukan peraturan 

 
8 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan: 

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah”. 

9 Fungsi legislasi seringkali dipahami sama dengan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan. 
Bagi Penulis, hal itu tidak sama karena sejatinya di dalam fungsi legislasi terdapat pelaksanaan kedaulatan rakyat 
secara utuh. Sementara fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini peraturan daerah) dapat 
saja bukan karena melaksanakan kedaulatan rakyat melainkan karena menurut hukum diberikan kewenangan untuk 
itu. 

10 Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan: 
DPRD provinsi mempunyai fungsi: a. pembentukan Perda provinsi; b. anggaran; dan c. pengawasan. Selanjutnya 
ketentuan yang sama juga berlaku bagi DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dapat dilihat pada ketentuan Pasal 
149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: DPRD 
kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b. anggaran; dan c. pengawasan 

11 Diana Sadiawati, dkk, Strategi Nasional Reformasi Regulasi Mewujudkan Regulasi Yang Sederhana dan 
Tertib, Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2015, hlm 4 

12 Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, menyatakan: 
“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang 
mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 
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perundang-undangan yang selama ini berjalan dinilai kurang memperhatikan desain 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Tidak jarang ditemukan usulan 

pembentukan peraturan perundang-undangan (di pusat maupun daerah) terkesan tiba-

tiba tanpa didasarkan pada landasan argumentasi yang kuat mengenai perlunya 

pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan.  

Selain itu, ditemukan beberapa permasalahan dalam rencana pembentukan 

peraturan perundang-undangan, seperti:13 Pertama, penyusunan rencana pembentukan 

peraturan perundang-undangan tidak terkait dengan (setidaknya kurang memperhatikan) 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 

Kedua, tidak disertainya argumentasi yang memadai atas usulan judul suatu 

peraturan yang direncanakan dibentuk. Usulan seringkali tiba-tiba muncul tanpa ada 

pencermatan secara komprehensif mengenai inti permasalahan yang dihadapi. Beberapa 

permasalahan yang dihadapi dan diusulkan pembentukannya dalam suatu peraturan 

sejatinya tidak menuntut pembentukan peraturan perundang-undangan melainkan hanya 

kelemahan di dalam implementasi peraturan yang sudah ada.  

Kondisi di atas pada akhirnya memunculkan banyak peraturan perundang-

undangan yang sejatinya tidak dibutuhkan atau bahkan saling bertabrakan dengan 

peraturan perundang-undangan yang lainnya. Berdasarkan hal di atas, maka model 

perbaikan yang diusulkan pada tahap perencanaan, meliputi: Pertama, mengefektifkan 

pembahasan bersama antar pemangku kepentingan (stakeholder) pada tahapan 

perencanaan dan pembahasan suatu peraturan. Pembahasan bersama yang efektif 

diharapkan diperoleh masukan bagi rencana pembentukan suatu peraturan. Pada sisi ini, 

pengusul harus mengesampingkan sikap ego yang dikalahkan oleh kepentingan yang 

lebih luas. Sudah menjadi penilaian umum, pengusul suatu peraturan akan menggunakan 

banyak cara agar usulannya dapat diterima. 

Kedua, memberikan waktu yang cukup dalam pembahasan perencanaan suatu 

peraturan. Tidak ada ukuran yang pasti yang dapat dijadikan sebagai patokan, tetapi 

setidaknya dengan membahasnya bersama stakeholder dan menggali pendapat pihak 

ketiga, hal itu sudah cukup untuk menyatakan cukup waktu.  

Ketiga, mengefektifkan peran Kementerian Hukum dan HAM khususnya yang 

diberikan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyusunan regulasi di tingkat 

kementerian/Lembaga maupun daerah. Peran ini menjadi sangat penting mengingat 

Kementerian Hukum dan HAM adalah instansi yang kewenangan utamanya adalah 

menjaga adanya harmonisasi antar peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

Keempat, membuka secara luas partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan 

dan pembahasan. Keterlibatan masyarakat selain dalam rangka menjamin terpenuhinya 

asas formil pembentukan peraturan perundang-undangan (asas partisipasi) juga dalam 

rangka menjamin kualitas dari peraturan perundang-undangan yang dibuat. 

 
13 Anang Zubaidy, Reformasi Regulasi Melalui Reformulasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, Prosiding Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia, Yayasan Studi Hukum dan 
Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019, hlm. 477. 
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Kelima, mengajak serta ahli dalam proses perencanaan pembentukan peraturan 

perundang-undangan. Sejauh ini, dalam praktek yang sudah berlangsung lama, ahli hanya 

dilibatkan pada tahap pembahasan sementara dalam tahap perencanaan tidak dilibatkan. 

 

2. Langkah Setelah Pengundangan 

Suatu peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan bermakna sudah 

sah dan dapat diberlakukan. Pada kondisi setelah pengundangan, kemungkinan koreksi 

atas suatu peraturan perundang-undangan harus tetap dibuka lebar karena berdasarkan 

fitrahnya hukum itu senantiasa tertinggal dari dinamika kehidupan masyarakat.  

Model penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan sebagai langkah 

yang dapat dilakukan pada tahap ini, antara lain: Pertama, uji/eksaminasi/assesmen 

peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Aktifitas ini dapat dilakukan baik 

oleh masyarakat pemangku kepentingan maupun dunia akademik. Hasil 

uji/eksaminasi/assesmen dijadikan sebagai usulan perbaikan dari peraturan perundang-

undangan di masa yang akan datang. 

Kedua, mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan pengujian 

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung. Sejauh 

ini, upaya pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang jumlah 

jauh lebih sedikit dibanding dengan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. 

Padahal, jumlah peraturan perundang-undangan jumlah jauh lebih banyak dibandingkan 

undang-undang. 

Ketiga, berkaitan dengan pengujian peraturan perundang-undangan Mahkamah 

Agung perlu membuat terobosan persidangan yang lebih transparan dan partisipatif. 

Selama ini, persidangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang di Mahkamah Agung terkesan eksklusif dan jauh dari liputan media. Masyarakat 

seringkali hanya menerima saja hasilnya sementara proses sidangnya tidak diketahui 

secara terbuka. 

Penutup 

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulan sebagai berikut. Pertama, 

munculnya disharmoni peraturan perundang-undangan harus diselesaikan. Secara 

normatif upaya penyelesaian itu dilakukan dengan terbitnya Permenkumham No. 2/2019. 

Namun demikian, terbitnya Permenkumham dimaksud memunculkan problem yang 

bersifat konseptual dan yuridis. Kedua, model yang ditawarkan untuk menyelesaikan 

disharmoni peraturan perundang-undangan khususnya di bawah undang-undang 

meliputi tahapan perencanaan, pembahasan dan pasca pengundangan. Pada tahap 

perencanaan dan pembahasan dapat dilakukan melalui: mengefektifkan pembahasan 

bersama antar pemangku kepentingan (stakeholder), mengefektifkan peran Kementerian 

Hukum dan HAM, membuka secara luas partisipasi masyarakat, dan mengajak serta ahli. 

Sedangkan pada tahap paska pengundangan melalui: uji/eksaminasi/assesmen peraturan 

perundang-undangan yang sudah berlaku, mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk 

melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ke MA, 

dan MA perlu membuat terobosan persidangan yang lebih transparan dan partisipatif. 
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